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ABSTRAK 

 

Adetyas Nur Septiana Yolanda. 17010030. Analisis Laporan Keuangan Pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2020. 

 

Analisis rasio keuangan adalah angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur 

dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Wonogiri Tahun 2020 berdasarkan analisis rasio keuangan. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio 

efektivitas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020 

sebesar 493,65%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Wonogiri tergolong dalam kategori sangat efektif. Rasio efisiensi pada 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020 sebesar 116,43% . 

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri 

tergolong dalam kategori tidak efisien. Rasio aktivitas keuangan daerah pada belanja 

rutin terhadap APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 

sebesar 15,43%, sedangkan untuk rasio aktivitas keuangan daerah pada belanja 

pembangunan terhadap APBD sebesar 84,57%. Sebagian besar dana yang dialokasikan 

dari total belanja lebih besar untuk belanja modal dibandingkan belanja operasional 

sehingga rasio belanja operasional relatif lebih kecil. Rasio pertumbuhan PAD 

keuangan daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 sebesar  -

32,49%, rasio pertumbuhan pendapatan sebesar -32,49%, rasio pertumbuhan belanja 

tidak langsung sebesar 15,61%, dan rasio pertumbuhan belanja langsung sebesar -

49,53%. Kinerja keuangan daerah cenderung ke arah pertumbuhan yang negatif. 

 

Kata kunci : Analisis Laporan Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio 

Aktivitas, Rasio Pertumbuhan. 

 

ABSTRACT 

 

Adetyas Nur Septiana Yolanda. 17010030. Financial Statement Analysis at the Public 

Works Office of Wonogiri Regency in 2020.  

 



Financial ratio analysis is a number that shows the relationship between an element and 

other elements in the financial report. The formulation of the problem in this study is 

how the financial performance of the Wonogiri Regency Public Works Office in 2020 

is based on financial ratio analysis. The research method used is descriptive 

quantitative. The results showed that the effectiveness ratio at the Wonogiri Regency 

Public Works Office for the 2020 fiscal year was 493.65%. This shows that the 

performance of the Wonogiri District Public Works Office is in the very effective 

category. The efficiency ratio at the Wonogiri Regency Public Works Office for the 

2020 fiscal year is 116.43%. This shows that the performance of the Wonogiri Regency 

Public Works Office is in the inefficient category. The ratio of regional financial 

activities in routine expenditure to the APBD of the Wonogiri Regency Public Works 

Office of 2020 is 15.43%, while the ratio of regional financial activities in development 

spending to APBD is 84.57%. Most of the funds allocated from total expenditures are 

greater for capital expenditures than for operational expenditures so that the ratio of 

operational expenditures is relatively smaller. The regional financial PAD growth ratio 

of the Wonogiri Regency Public Works Office in 2020 is -32.49%, the revenue growth 

ratio is -32.49%, the indirect expenditure growth ratio is 15.61%, and the direct 

expenditure growth ratio is -49.53 %. Regional financial performance tends towards 

negative growth.  

 

Keywords: Financial Statement Analysis, Effectiveness Ratios, Efficiency 

Ratios, Activity Ratios, Growth Ratios. 

 

PENDAHULUAN 

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi 

sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak Reformasi 

tahun 1998. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan baru dari Pemerintah Indonesia 

yang “mereformasi” berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi 

tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 

tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1999 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang keuangan negara 

dan daerah. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut berisi mengenai perlunya 

dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak 



sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah 

adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri 

mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian 

(desentralisasi), sedangkan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi 

yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerah. Daya 

saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian 

pemda. Selanjutnya, peningkatan kemandirian pemerintahan daerah tersebut 

diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pasal 4 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan 

daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemda dalam mengelola keuangan 

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara langsung 

maupun tidak langsung. Hal itu mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial 

masyarakat. 

Pemda sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan 

daerahnya untuk dinilai apakah pemda berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau 

tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemda dalam mengelola keuangan 

daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Analisis 

rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari 

satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana 

kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara 

membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemda tertentu dengan rasio 

keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk 



melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemda tersebut terhadap pemda lainnya. 

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber 

dari APBD antara lain rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio 

aktivitas, serta rasio pertumbuhan. Berdasarkan latar belakang tesebut, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 berdasarkan analisis rasio keuangan”. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2016).  

 Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh 

mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Irfan Fahmi, 2012). Menurut Mardiasmo 

(2002) pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 

tujuan yaitu : 

a. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah 

b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan 

c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan 

 Analisis rasio keuangan adalah angka yang menunjukkan hubungan antara suatu 

unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan (Jumingan, 2011). Jenis-Jenis 

Rasio Keuangan adalah : 

a. Rasio Efektivitas 

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan penerimaan yang direncanakan dibandingkan dengan target 

PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah 

dikatakan efektif, jika rasio efektivitas yang dicapai minimal 100%. Semakin 



tinggi, semakin baik. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 

Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 

Diatas 100% Sangat efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup efektif 

60% - 80% Kurang efektif 

Kurang dari 60% Tidak efektif 

              Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Susanto (2014) 

b. Rasio Efisiensi 

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang 

dikeluarkan atau belanja untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi 

penerimaan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan 

pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai 

kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, berarti 

kinerja Pemerintah Daerah semakin baik. 

Tabel 2.2 Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 

Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 

Diatas 100% Tidak efisien 

90% - 100% Kurang efisien 

80% - 90% Cukup efisien 

60% - 80% Efisien 

Kurang dari 60% Sangat efisien 

              Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Susanto (2014) 

c. Rasio Aktivitas 

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan 

alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan 



(belanja modal) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang 

dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja 

pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi 

masyarakat cenderung semakin kecil. 

d. Rasio Pertumbuhan 

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam 

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari 

periode ke periode berikutnya. Pengukuran rasio pertumbuhan ini bertujuan 

untuk mengukur besaran antara komponen penerimaan dan pengeluaran 

sehingga dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang lebih diprioritaskan 

untuk mendapatkan perhatian. 

METODE PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri. 

2. Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri dimana penelitian ini 

membahas tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri 

menggunakan rasio keuangan. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa 

laporan realisasi anggaran yaitu dengan mempelajari, mengamati, dan 

menganalisa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. 

b. Sumber Data 

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu : 

 



a) Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri. Cara pengumpulan data ini diperoleh 

dari wawancara langsung di tempat penelitian. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2020. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi 

berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Data ini diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri 

berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekerjaan Umum 

Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020. 

5. Metode Analisis Data 

  Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode penelitian yang 

ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang berlangsung saat ini atau saat 

lampau. Penelitian ini menjelaskan gambaran secara umum fakta dan aktual 

terhadap fenomena yang diteliti yaitu analisis kinerja keuangan Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2020. Analisis deskriptif dalam penelitian ini 

menggunakan rasio keuangan berupa rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, 

dan rasio pertumbuhan. 

 

 

 



Rumus Perhitungan : 

a. Rasio Efektivitas 

Penghitungan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dirumuskan 

menggunakan perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang 

ditetapkan dikalikan seratus persen. 

Rasio Efektivitas = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛
 x 100% 

b. Rasio Efisiensi 

Perhitungan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dirumuskan 

menggunakan perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran atau belanja 

dengan pendapatan/penerimaan daerah dikalikan seratus persen. 

Rasio Efisiensi = 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛/𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛
 x 100% 

c. Rasio Aktivitas 

Perhitungan Aktivitas Keuangan Daerah dirumuskan menggunakan 

perbandingan antara total belanja rutin/operasi dengan Total APBD dikali 

seratus persen dan total belanja pembangunan dengan APBD dikalikan seratus 

persen. 

Rasio Belanja Rutin terhadap APBD = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑃𝐵𝐷
 x 100% 

Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD 

=  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑃𝐵𝐷
 x 100% 

 

d. Rasio Pertumbuhan 

Perhitungan pertumbuhan keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut: 

Persentase Pertumbuhan PAD = 
𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝜌−𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝜌−1

𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝜌−1
 x 100% 

% Pertumbuhan Total Pendapatan =  
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡ℎ 𝜌−𝑃𝐴𝐷 𝑡ℎ 𝜌−1

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡ℎ 𝜌−1
 x 100% 

Keterangan : 

Th = Tahun 



p = Tahun yang dihitung 

p - 1 = Tahun sebelumnya 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Rasio Efektivitas 

Kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tahun 2020 jika 

dilihat dari rasio efektivitas tergolong dalam kategori sangat efektif yaitu sebesar 

493,65%. Hal ini dilihat dari realisasi penerimaan lebih besar dari target penerimaan 

yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pada tahun 2020 sebesar Rp 

1.663.607.037,00 sedangkan target penerimaan sebesar Rp 337.000.000,00. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa semakin baik kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Wonogiri dari segi rasio efektivitas. Jika dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya (Susanto, 2019), maka kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Wonogiri jauh lebih baik.  Hal ini dilihat dari hasil perhitungan yang 

menunjukkan bahwa rasio efektivitas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Wonogiri sebesar 493,65% yang tergolong dalam kategori sangat efektif, sedangkan 

pada penelitian sebelumnya menunjukkan hasil sebesar 101,85% yang tergolong 

dalam kategori efektif. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri jauh lebih baik. 

2. Rasio Efisiensi 

Kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tahun 2020 jika 

dilihat dari rasio efisiensi tergolong dalam kategori tidak efisien yaitu sebesar 

116,43%. Hal ini ditandai dengan rasio diatas 100%. Artinya untuk menghasilkan 

output yang optimal pemerintah daerah mengeluarkan biaya yang cukup besar. 

Biaya yang dikeluarkan pada tahun 2020 sebesar Rp 193.698.269.579,00 sedangkan 

realisasi penerimaan sebesar Rp 1.663.607.037,00. Jika dibandingkan dengan 

penelitian sebelumnya (Susanto, 2019), maka kinerja keuangan Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Wonogiri jauh lebih tidak efisien.  Hal ini dilihat dari hasil 

perhitungan yang menunjukkan bahwa rasio efisiensi pada Dinas Pekerjaan Umum 



Kabupaten Wonogiri sebesar 116,43% yang tergolong dalam kategori tidak efisien, 

sedangkan pada penelitian sebelumnya menunjukkan hasil sebesar 99,12% yang 

tergolong dalam kategori kurang efisien. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya 

yang dikeluarkan sama-sama terlalu besar. Penghematan anggaran serta 

pengalokasian pos-pos anggaran pembiayaan sebaiknya mempertimbangkan skala 

prioritas kebutuhan daerah untuk mewujudkan kinerja keuangan daerah yang yang 

sesuai prinsip value for money yang ekonomis, efektif, dan efisien. 

3. Rasio Aktivitas 

Kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tahun 2020 jika 

dilihat dari rasio aktivitas terlihat bahwa sebagian besar dana yang dialokasikan dari 

total belanja lebih besar untuk belanja modal dibandingkan belanja operasional 

sehingga rasio belanja operasional relatif lebih kecil. Rasio belanja operasional 

sebesar 15,43% sedangkan rasio belanja modal sebesar 84,57%. Hal ini 

menunjukkan bahwa total belanja dari APBD lebih besar dialokasikan untuk belanja 

modal. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya (Susanto, 2019), hasil 

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rasio belanja operasional sebesar 

78,89%, sedangkan rasio belanja modal sebesar 21,11%. Hal ini menunjukkan 

bahwa rasio aktivitas lebih banyak dialokasikan untuk biaya operasional daripada 

biaya modal. Kondisi ini menunjukkan hasil yang berbanding terbalik antar 

keduanya. Sampai saat ini belum ada tolok ukur yang pasti besarnya rasio belanja 

rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal. Hal ini dipengaruhi oleh 

dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang 

diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, 

sebagai daerah di negara berkembang, peranan pemda untuk memacu pelaksanaan 

pembangunan masih relatif besar. 

4. Rasio Pertumbuhan 

Kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tahun 2020 jika 

dilihat dari rasio pertumbuhan terlihat bahwa kinerja keuangan daerah cenderung ke 

arah pertumbuhan yang negatif. Besarnya rasio pertumbuhan PAD keuangan daerah 



Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 sebesar -32,49%, rasio 

pertumbuhan pendapatan sebesar -32,49%, rasio pertumbuhan belanja tidak 

langsung sebesar 15,61%, dan rasio pertumbuhan belanja langsung sebesar -

49,53%. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan 

PAD, rasio pertumbuhan pendapatan, dan rasio pertumbuhan belanja langsung 

terlihat kurang baik dengan arah pertumbuhan yang negatif, sedangkan pada rasio 

pertumbuhan belanja tidak langsung dikategorikan sedang. Hal ini terjadi 

dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri. Pendapatan daerah Dinas Pekerjaan Umum 

Wonogiri sebagian besar hanya berasal dari retribusi daerah dan minimnya 

pendapatan dari sumber penerimaan yang lain sehingga pendapatan yang diterima 

pun tidak sebanding dengan belanja yang dikeluarkan. Jika dibandingkan dengan 

penelitian sebelumnya (Susanto, 2019), hasil penelitian sebelumnya juga 

menunjukkan pertumbuhan yang negatif yang ditandai dengan penurunan 

pertumbuhan. Rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan 

sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja 

operasi lebih besar dari belanja modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sama-sama 

perlunya meningkatkan jumlah pendapatan, baik pendapatan yang sudah ada atau 

menggali lagi potensi-potensi yang bisa dijadikan sumber pendapatan. 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

1) Rasio efektivitas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tahun 

anggaran 2020 sebesar 493,65%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tergolong dalam kategori sangat efektif 

karena persentase kinerja keuangan diatas 100%. Hal ini dilihat dari realisasi 

penerimaan lebih besar dari target penerimaan yang ditetapkan. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa kemampuan daerah semakin baik.  



2) Rasio efisiensi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tahun 

anggaran 2020 sebesar 116,43% . Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tergolong dalam kategori tidak efisien 

karena persentase kinerja keuangan diatas 100%. Artinya untuk menghasilkan 

output yang optimal pemerintah daerah mengeluarkan biaya yang cukup besar. 

3) Rasio aktivitas keuangan daerah pada belanja rutin terhadap APBD Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 sebesar 15,43%, sedangkan 

untuk rasio aktivitas keuangan daerah pada belanja pembangunan terhadap 

APBD sebesar 84,57%. Sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja 

lebih besar untuk belanja modal dibandingkan belanja operasional sehingga rasio 

belanja operasional relatif lebih kecil. 

4) Rasio pertumbuhan PAD keuangan daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Wonogiri Tahun 2020 sebesar  -32,49%, rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 

-32,49%, rasio pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 15,61%, dan rasio 

pertumbuhan belanja langsung sebesar -49,53%. Kinerja keuangan daerah 

cenderung ke arah pertumbuhan yang negatif. Rasio pertumbuhan PAD, 

pendapatan, dan belanja langsung mengalami penurunan yang sangat drastis, 

sedangkan untuk rasio belanja tidak langsung mengalami kenaikan. 

2. Keterbatasan Penelitian 

1) Tahun yang diteliti pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri hanya tahun 2020 saja, sehingga 

hasil kinerja keuangan tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. 

2) Adanya keterbatasan data dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja, sehingga rasio keuangan yang digunakan hanya rasio efektivitas, rasio 

efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. 

3. Rekomendasi 

1) Pendapatan daerah Dinas Pekerjaan Umum Wonogiri sebagian besar hanya 

berasal dari retribusi daerah dan minimnya pendapatan dari sumber penerimaan 



yang lain, maka dari itu sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri 

mencari sumber-sumber potensi yang bisa menambah pendapatan daerah. 

2) Biaya yang dialokasikan untuk belanja terbilang cukup besar, maka dari itu 

penghematan anggaran serta pengalokasian pos-pos anggaran pembiayaan 

sebaiknya mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan daerah untuk 

mewujudkan kinerja keuangan daerah yang yang sesuai prinsip value for money 

yang ekonomis, efektif, dan efisien. 

3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa 

kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan berbagai macam rasio 

yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang 

sebenarnya. 
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